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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent2ng Pemermtzban
iz Tahun 2014

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indones= m
Nomor 224, Tambzhan Lembaran WNegasz Nosmor 3.3-8" ’
sebagaimana telah beberapa kali dubaeh terzkhir dengEs
Undang-Undang Nomor 9 Tzhun 2015 teoiang Perubzhan

2014 tzmiang

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 _ .
Pemerintahan Daerah ( Lembarzn Negara R:pubc.s Indonesi2
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan fembaran Negzr2

Indonesia Nomor 5679 J;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 -
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencan2 { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 ),

_ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana | Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 |;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran

scmwmbagalnwnmﬁmmldanbanmﬂﬁﬂgm
Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana | Lembaran
Ncgamkcpubukmdormrammmm«.hmbahan
lcmbamnNcprachubliklndona'anomonSSSO);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

N

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI
PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN

MEMUTUSKAN :

PROSEDUR TETAP

TENTANG
BARITO SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.

1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelen
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
otonomi dan tugas pembantuan dengan prin
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repu
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar N

urusan pemerintahan oleh

ggaraan
Rakyat Daerah menurut azas
tonomi seluas-luasnya

sip O
blik Indonesia sebagaimana
egara Republik Indonesia Tahun

4. Pemerni
Bupati serta Perangkat Daerah yang
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

5.
6.
7.
8.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yan j 1
g selanjutnya disebut BPBD

adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Barito Selatan.
Bahaya (hazard) adalah situasi, kondisi

) ) » ke 1 atau karakteristik biologi
klimatogolis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suzgllt’:;

masyarakat di suatu wila untuk j
berpotensi menimbulkan korbyanah dan kcrufnnkagx)ka R b e, “yang

10. Bantuan darurat (relief) bencana
: adalah u ]
SRk et . paya mcmbenécan bantuan

11. Bencana (disaster) adalah suatu !

s :
: . atu perisiwa yang disebabkan oleh alam
(seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kckcﬁn:af\, angin

, epidemik dan wabah i
vabah penyakit) atau ulah manusia
gagal modemnisasi, konflik sosial antar kelompok

topan, tanah longsor,
itas masyarakat dan .
timbulnya korban jiwa, kerusakan li teror) sehingga menyebabkan
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12. Kemampuan (capability) adalah penguasaan sumber daya, cara dan
kekuatan yang dimiliki penduduk yang memungkinkan mereka
untuk  mempersiakan  diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi,

mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat
bencana.

13. Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangmampuan su:tu
masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan
menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa

kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, adat dan istiadat, yang dapat
ditumbulkan oleh beragam penyebab.

14. Kesiapsiagaan (preparedness) adalah upaya yang dilakukanahuntuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang
tepat guna dan berdayan guna.

15. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penangangan
tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap
Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki
struktur organisasi standar yang menganut satu kom.ax'ldo dengan mata
rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan

komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi/ terkait
untuk pengerahan sumberdaya.

“

16. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana.

17. Penanggulangan bencana (disaster managemenf) adalah upaya yang
meliputi : penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya

’ bencana; pencegahan bencana; mitigasi bencana; kesiapsiagaan; rehabilitasi
dan rekonstruksi.

18. Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya sebagian atau seluruh bencana.

19. Pengungsi adalah orang atau sckelompok orang yang terpaksa atau di
. keluar_ dap’ tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum p:.:::
sebagai akibat dampak buruk bencana.

kapasitas terhadap jenis bah
bahaya tertentu.

21. Pemulihan (reco

very) adalah upaya mengembalikan kondisi ma
lingkun hidi ; ondisi syarakat,
abﬂitagmsil. p dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui

22. Peringatan dini (early warning)

bencana pada suatu tempat
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24, mntnl Komandan Kendalf
akan bila koman

Wl akan memiliki wewenang dan
d " nmng

“komandan kendali yang berh

25, Rehabilitasi MbﬂhnM adalah p
‘.?';'&'ﬁn g upan m-m%
wilayah bencana,

ap.lwwmwm ‘.(unmuudw
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BAB III
PENDANAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; -

b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c¢. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'; dan

d. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Penanganan Bencana di
Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009
Nomor 7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Dit, i
itetapkan d‘—lBlau}\tg&w

2017

Diundangkan di Ryntal-

Pada tanggal 16 agustuo 2017 P
/. Sallaan gesuai dengan aslinya

/" SURRETARIAT DAERARRABIPATEN BARITO SELATY)
S DAERAH ff< '1-_—_—»--'5“ / “Hukum

“SCRAHMAT RURYADIN, SH, MX

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 10
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